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ABSTRAK 

 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATKAN GUGATAN TIDAK 

DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN 

(345/PDT.G/2024/PN.PLG) 

 

KIRANA ANDITA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam 
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) pada 
sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 
345/Pdt.G/2024/PN.Plg. Latar belakangnya adalah meningkatnya sengketa 
pembiayaan fidusia yang menimbulkan permasalahan hukum, seperti wanprestasi, 
eksekusi jaminan, dan kesalahan dalam pengajuan gugatan. Penelitian ini 
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
dan studi kasus, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena 
cacat formil, seperti adanya unsur ne bis in idem dan gugatan kabur (obscuur libel), 
sehingga hakim tidak memeriksa pokok perkara. Pertimbangan hakim didasarkan 
pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis guna mencapai kepastian hukum, 
keadilan, dan kemanfaatan. Implikasinya, para pihak tidak memperoleh 
penyelesaian substansi sengketa dan gugatan dapat diajukan kembali setelah 
diperbaiki. Oleh karena itu, ketelitian dalam penyusunan gugatan sangat penting 
agar tidak ditolak pada tahap awal peradilan. 
 

Kata kunci: Pertimbangan hakim, gugatan tidak dapat diterima, jaminan fidusia, 

perjanjian pembiayaan, sengketa perdata, ne bis in idem, obscuur libel. 
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ABSTRACT 

UDGE'S CONSIDERATIONS IN DECLARE A LAWSUIT 
INACCEPTABLE IN A FINANCING AGREEMENT DISPUTE WITH 

FIDUCIARY GUARANTEE (CASE STUDY OF DECISION 
(345/PDT.G/2024/PN.PLG)) 

KIRANA ANDITA 

This study aims to analyze the judge’s considerations in declaring a lawsuit 
inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) in disputes over financing agreements 
with fiduciary security in Decision Number 345/Pdt.G/2024/PN.Plg. The 
background of this study is the increasing number of fiduciary financing disputes 
that often lead to legal issues, such as breach of contract, execution of collateral, 
and errors in filing lawsuits. This research employs a normative legal method with 
statutory and case study approaches, using secondary data analyzed qualitatively. 
The results show that the lawsuit was declared inadmissible due to formal defects, 
including the presence of ne bis in idem and an unclear lawsuit (obscuur libel), 
resulting in the judge not examining the merits of the case. The judge’s 
considerations are based on juridical, sociological, and philosophical aspects to 
achieve legal certainty, justice, and expediency. The implication of this decision is 
that the parties do not obtain a substantive resolution of the dispute, and the lawsuit 
may be refiled after correcting its formal defects. Therefore, accuracy in drafting a 
lawsuit is essential to avoid rejection at the initial stage of judicial proceedings. 

Keywords: Judge’s considerations, inadmissible lawsuit, fiduciary security, 
financing agreement, civil dispute, ne bis in idem, obscuur libel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk 

pengembangan dari hukum perjanjian yang berada di luar ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam praktiknya, perjanjian ini 

umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh 

perusahaan pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak 

memiliki ruang untuk bernegosiasi, melainkan hanya dapat menyetujui atau 

menolak seluruh isi perjanjian. Apabila konsumen melakukan wanprestasi 

atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, maka objek jaminan fidusia 

berupa kendaraan bermotor wajib diserahkan kepada perusahaan pembiayaan 

untuk dieksekusi melalui penjualan sebagai bentuk pelunasan utang.1  

Tindakan penyitaan objek jaminan oleh lembaga pembiayaan 

menimbulkan berbagai risiko serta konsekuensi yang signifikan bagi debitur 

yang melakukan wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran. Salah satu dampak utama yang timbul adalah 

konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh debitur. Debitur berpotensi 

kehilangan hak kepemilikan maupun hak penggunaan atas objek yang 

 
1 Subadra Yani, “Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia,” Unes Law Review vol 2, no. 3 (Maret 2020) hlm. 
303. 
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dijadikan jaminan, seperti kendaraan bermotor atau aset lainnya, karena objek 

tersebut diambil alih secara sah oleh lembaga pembiayaan. 

Selain itu, objek jaminan yang disita umumnya dijual melalui 

mekanisme lelang, yang dalam praktiknya sering menghasilkan harga jual 

yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar wajar. Apabila hasil 

penjualan lelang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban 

debitur, termasuk pokok utang, bunga, denda, serta biaya-biaya terkait, maka 

debitur tetap dibebani kewajiban untuk melunasi sisa utang yang masih 

tertunggak. Di samping itu, debitur juga harus menanggung berbagai biaya 

tambahan yang timbul akibat proses penarikan, penyimpanan, dan 

pelaksanaan lelang atas objek jaminan yang disita. 

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan barang dan jasa 

sering kali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Hal 

ini tumbuhnya praktik pembiayaan, terutama dalam bentuk pembelian barang 

secara kredit. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan dalam 

pembiayaan tersebut adalah perjanjian fidusia, di mana benda dalam 

kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan barang dan jasa sering kali 

tidak sebanding yang dibeli tetap berada dalam penguasaan debitur, namun 

dijaminkan kepada kreditur. 

Jaminan fidusia menjadi pilihan yang praktis dan fleksibel, khususnya 

dalam transaksi seperti pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Meski 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, seperti 
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wanprestasi, eksekusi sepihak, serta ketidakpahaman masyarakat terhadap 

hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.  

Fidusia ini dikenal sebagai salah satu jaminan hak milik perwalian 

karena hak dari kepemilikan benda yang dapat dialihkan sedangkan dari 

debitur akan tetap menguasai barang tersebut secara fisik. Jaminan yang 

diberikan sebagai agunan dapat berupa jaminan perorangan atau jaminan 

kebendaan, jaminan fidusia dapat berbentuk jaminan kebendaan.  

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi 

empat unsur utama, yaitu:  

1. adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri; 

2. kecakapan hukum dari para pihak untuk membuat suatu perikatan; 

3. adanya suatu objek atau hal tertentu yang menjadi isi perjanjian; 

4.  adanya sebab yang halal serta tidak bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku.2 

Prinsip pada jaminan fidusia tidak memiliki kesamaan pada jaminan 

lain karena pada objek jaminan lain harus diserahkan kepada kreditur. Hal 

tersebut telah sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang- Undang Hukum 

Perdata, yang berisikan: “Jika barang jaminan tetap berada ditangan debitur 

atau kembali kekuasaannnya maka jaminan tersebut akan tidak sah.3 

 
2 Ervira Sekar Langit dan Erny Herlin Setyorini, "Perlindungan Hukum Debitur 

Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan," Bureaucracy Journal: 
Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance vol 2, no. 2 (2022) hlm. 783. 

3 Aili Papang Hartono, “Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten” (Bandung: 
PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022) hlm. 64. 
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Jaminan Fidusia merupakan salah satu peraturan yang memberikan 

kepastian hukum di dalam masyarakat menggunakan jaminan fidusia. Hal 

tersebut dapat dilihat pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 (UUJF) 

tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia merupakan bentuk 

pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang didasarkan pada 

kepercayaan,4 dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam 

penguasaan pihak yang menyerahkannya. Pengalihan hak ini tidak bersifat 

permanen, melainkan bertujuan sebagai jaminan atas kewajiban pelunasan 

utang debitur kepada kreditur.5 

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada Putusan 

345/Pdt.G/2024/PN.Plg dalam putusan tersebut tercatat bahwa para pihak 

telah menyepakati perjanjian pembiayaan investasi secara angsuran dengan 

jaminan fidusia, sebagaimana tertuang dalam sertifikat fidusia Nomor 

48021200010 tertanggal 27 Maret 2020. Penggugat memiliki kewajiban 

membayar angsuran bulanan sebesar Rp20.479.148,00. (dua puluh juta empat 

ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) selama 

36 bulan, dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 27. Penggugat telah 

memenuhi kewajiban angsuran sebanyak 31 kali dengan total pembayaran 

sebesar Rp634.853.588,00. (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus 

lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) 

 
4 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan (Bandung: 

PT Alumni Penerbit Akademik, 2014) hlm. 402. 
5 Nanang Suparto, "Prinsip Kepemilikan Hak pada Pembebanan Jaminan Fidusia," Jurnal 

Rechtens vol 4, no. 1 (Juni 2015) hlm. 37. 



5 
 

1 
 

Namun, dalam perjalanannya, Penggugat mengalami keterlambatan 

pembayaran akibat penurunan kondisi ekonomi usahanya, yang telah  

diketahui oleh Tergugat. Pada tanggal 28 Februari 2023, melalui kuasa 

hukumnya, Penggugat mengajukan permohonan pelunasan atas perjanjian 

pembiayaan tersebut kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Regional VII Sumatera Selatan. Adapun objek jaminan 

dalam perjanjian fidusia tersebut berupa satu unit kendaraan Hino Dutro 

130hd. 

Dalam praktik perjanjian pembiayaan, keterlambatan pembayaran 

oleh penggugat tidak selalu mencerminkan adanya itikad buruk. dalam 

perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg, penggugat tercatat telah melakukan 

pembayaran angsuran sebanyak 31 kali dan menunjukkan iktikad baik dengan 

mengajukan permohonan pelunasan sisa kewajiban melalui jalur resmi. 

Meskipun demikian, permohonan tersebut tidak mendapat tanggapan dari 

pihak tergugat. Akibatnya, reputasi penggugat dalam dunia perbankan 

mengalami penurunan yang berdampak pada terhambatnya akses terhadap 

layanan keuangan lainnya. Penggugat menilai bahwa tindakan tergugat yang 

tidak merespon permohonan pelunasan tersebut sebagai bentuk perbuatan 

melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun 

immateriil. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi senilai 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah) dan meminta pengembalian atas 31 

kali angsuran yang telah dibayarkan senilai Rp634.853.588,00 (enam ratus 

tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan 
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puluh delapan rupiah) serta meminta agar sisa angsuran sebanyak lima kali 

dengan total Rp102.395.740,00 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh 

lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dianggap lunas. 

Dalam jawabannya, tergugat membantah seluruh dalil yang 

disampaikan oleh Penggugat dikarenakan dalil-dalil yang tergugat sampaikan 

menerangkan bahwa gugatan yang disampaikan bersifat kabur serta 

permasalahan ini merupakan wanprestasi dimana permasalahan ini terjadi 

akibat penggugat tidak membayar hutang-hutangnya kepada tergugat kecuali 

terhadap hal-hal yang secara eksplisit diakui.  

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan 

Penggugat (konpensi) termasuk dalam kategori ne bis in idem, sehingga tidak 

perlu lagi dipertimbangkan pokok perkaranya dan harus dinyatakan tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Sejalan dengan itu, karena 

gugatan rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan konpensi, maka akibat 

hukum yang sama berlaku, yaitu gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak 

dapat diterima. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis 

memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang sengketa perjanjian 

pembiayaan jaminan fidusia dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM 

DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA 

PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN 

JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 

345/Pdt.G/2024/PN. Plg) ”. 
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B. Rumusan Masalah   

1. Apakah rasio hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak 

dapat diterima terhadap kedudukan para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan dengan jaminan fidusia? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar 

putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa 

perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia? 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penulisan skripsi ini agar pembahasan lebih terarah 

dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi 

yang akan dikaji, yaitu tentang pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard) dalam perkara sengketa perjanjian jaminan fidusia. 

penelitian ini tetap fokus dalam pembahasan pada aspek hukum perdata yang 

berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjanjian 

pembiayaan dengan jaminan fidusia, khususnya Putusan Nomor 

345/Pdt.G/2024/PN.Plg. Penelitian ini menelaah pertimbangan yuridis hakim 

dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) 

serta akibat hukumnya bagi para pihak, yaitu debitur (penggugat) dan kreditur 

(perusahaan pembiayaan). Analisis dilakukan secara normatif berdasarkan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terutama Pasal 1320 

tentang syarat sah perjanjian)dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pengikatan jaminan kebendaan 
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penelitian ini berfokus pada analisis hukum serta logika pertimbangan hakim 

dalam konteks perlindungan hukum dan penerapan asas keadilan. 

D.  Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, untuk :  

a.  Menjelaskan dan menganalisis rasio hukum dari putusan yang 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 

verklaard) terhadap kedudukan para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam 

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Plg. 

b. Menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan 

fidusia. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

a.    Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah 

khazanah ilmu pengetahuan bidang hukum perdata pada umumnya, 

dan mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan 
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jaminan fidusia (studi kasus putusan nomor 345/Pdt.G/2024/PN 

Plg) pada khususnya.  

b.    Manfaat Praktis. 

1) Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Pengacara, Notaris):  

Memberikan pemahaman tentang kesalahan formil apa saja yang 

harus dihindari agar gugatan tidak dinyatakan (niet ontvankelijke 

verklaard) terutama dalam konteks perjanjian fidusia. 

2) Bagi Pihak yang Berperkara:  

Menjadi pelajaran agar dalam mengajukan gugatan, mereka 

memperhatikan aspek legal standing, kompetensi, dan prosedur 

formil lainnya. 

3) Bagi Masyarakat:  

Untuk membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti 

dalam mengajukan gugatan hukum, sehingga tidak gagal di tahap 

awal hanya karena kesalahan prosedur. Dengan begitu, hak-hak 

mereka sebagai pemilik barang atau kreditur bisa terlindungi. 

E. Kerangka Konseptual  

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini 

maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna 

yaitu: 
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1. Pertimbangan Hakim: Dasar pertimbangan hakim merupakan landasan 

penting yang menjadi acuan dalam memutus suatu perkara,6 termasuk 

dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat. Namun, dalam praktiknya, 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sering kali 

belum mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan, belum 

mengedepankan sistem pemidanaan alternatif, serta kurang 

mempertimbangkan kepentingan dan kondisi korban.7 

2. Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard): adalah 

keputusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat 

diterima karena terdapat cacat formil, penyebab gugatan tidak dapat 

diterima dalam perkara gugatan tersebut tidak dipenuhi syarat formal,8 

misalnya gugatan obscuur libel, yaitu gugatan yang dianggap kabur, 

tidak jelas, dan tidak pasti.9 

3.  Sengketa: Ialah perselisihan antar pihak dalam perjanjian, karena adanya 

wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian. Terdapat 

2 cara dalam penyelesaian sengketa yaitu: litigasi dan non litigasi. 

Litigasi merupakan Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan 

 
6 Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, Peradilan Adat: Eksistensi, Kewenangan dan 

Kekuatan Putusan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris (Surabaya: Jakad Media 
Publishing, 2019) hlm. 212. 

7 A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 
Putusan Pidana Bersyarat,” Jurnal Advokasi vol 8, no. 2 (2018) hlm. 180. 

8 Andriani Nurdin, Kepailitan Bumn Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum 
(Bandung: PT Alumni, 2012) hlm. 260. 

9 Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari 
Uj, Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di 
Pengadilan Agama Badung," Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020) hlm. 307. 
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melalui pengadilan.10 Sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan yang meliputi arbitrase, dan penyelesaian 

sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi.11  

4.  Perjanjian Pembiayaan: Sengketa dalam pembiayaan termasuk dalam 

kategori sengketa perdata yang bersifat kontraktual apabila terjadi 

wanprestasi, yakni kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi 

kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.12 

Perjanjian pembiayaan umumnya dibuat antara individu atau pelaku 

usaha sebagai penerima pembiayaan (debitur) dan perusahaan 

pembiayaan sebagai pihak yang menyediakan dana (kreditur).13 

5.  Jaminan Fidusia: Merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh 

debitur kepada kreditur melalui Pemindahan hak kepemilikan atas suatu 

objek berdasarkan asas kepercayaan, di mana objek tersebut tetap berada 

dalam penguasaan pihak yang menyerahkannya.14  

F.   Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Pada Bagian ini, penulis akan menguraikan dan mengevaluasi hasil-

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, baik secara langsung 

 
10 Sengketa : Pengertian, penyebab dan penyelesaiannya, diambil melalui 

https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-
penyelesaiannya?page=all diakses pada tanggal 08 oktober 2025 pukul 23.56. 

11Dewi Asmawardhani, et al., Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Malang: 
Literasi Nusantara Abadi, 2024), hlm. 10. 

12 Rio Christiawan dan Retno Wulandari, Hukum Kontrak Bisnis (Jakarta: Sinar Grafika, 
2023) hlm. 101. 

13 Sengketa Perjanjian Pembiayaan: Perdata atau Konsumen, diambil melalui  
https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-perjanjian-pembiayaan--perdata-atau-konsumen-
lt64671eba77cf8/ akses pada tanggal 09 Oktober 2025 pukul 00.25. 

14 Suprianto, Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015) 
hlm. 15.    
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maupun tidak langsung, dengan topik yang dikaji. Tinjauan ini bertujuan 

untuk menunjukkan kontribusi penelitian sebelumnya dalam membentuk 

dasar penelitian ini, mengidentifikasi kekurangan yang masih ada, serta 

menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut 

atau memberikan kontribusi ilmiah yang baru. Berikut adalah penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan. 

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya. 

No. Nama 

Peneliti & 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian  

Rumusan 

Masalah 

Fokus Penelitian 

Perbedaan Persamaan  

1.  Arifatul 

Uyun dan 

Abdul 

Mujib, 

Al-Adl: 

Jurnal 

Hukum 

(2022) 

 

(Fakultas 

Ilmu 

Hukum: 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga) 

Penyelesaia

n Sengketa 

Jaminan 

Fidusia 

Dalam 

Praktik 

Gadai. 

 

1) Bagaimana 

pengaturan 

jaminan fidusia di 

Indonesia? 

2) Bagaimana 

penyelesaian 

sengketa jaminan 

fidusia yang telah 

digadaikan 

kepada pihak 

 

Hasil Penelitian :  

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa jaminan 

fidusia merupakan 

perjanjian 

Memiliki 

perhatian 

khusus 

mengenai 

analisis 

tentang 

pertimbanga

n hakim 

dalam 

menyatakan 

gugatan 

tidak dapat 

diterima 

berdasarkan 

studi kasus 

putusan 

Nomor 

Membahas 

jaminan 

fidusia 

sebagai objek 

sengketa 

perdata yang 

muncul dari 

perjanjian 

pembiayaan, 

dengan fokus 

pada 

penegakan 

hukum 

terhadap 

pelaksanaan 

hak dan 

kewajiban 
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 tambahan yang 

bergantung pada 

perjanjian pokok. 

Objek jaminannya 

meliputi benda 

bergerak dan tidak 

bergerak, kecuali 

yang diatur dalam 

hak tanggungan, 

hipotek, dan 

gadai. 

Penyelesaian 

sengketa 

dilakukan melalui 

pendekatan 

langsung, somasi, 

mediasi, atau 

eksekusi, dengan 

tetap mengacu 

pada prinsip (droit 

de préférence) 

dan (droit de 

suite) sebagai hak 

kebendaan yang 

melekat pada 

objek jaminan.  

345/Pdt.G/2

024/PN.Pl 

para pihak. 

Keduanya 

juga 

menyoroti 

peran hakim 

dalam 

penyelesaian 

sengketa, 

baik melalui 

eksekusi 

maupun 

gugatan di 

pengadilan 
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2.  Rashya 

Serien 

Ramadhani, 

Tri Putri 

Sari, 

Muhammad 

Zibran 

Faqih, 

Sulastri. 

 

Journal of 

Social 

Science 

Research 

(2024)  

 

(Fakultas 

Ilmu 

Hukum, 

Universitas 

Pembangun

an Nasional 

Veteran 

Jakarta) 

 

 

 

 

Penyelesaia

n Sengketa 

Dalam 

Perjanjian 

Kredit 

Dengan 

jaminan 

Fidusia 

Rumusan  

Masalah :  

1) Bagaimana 

kedudukan 

jaminan fidusia 

sebagai perjanjian 

tambahan dalam 

hubungan hukum 

antara para pihak? 

2) Apa saja yang 

dapat dijadikan 

objek jaminan 

fidusia menurut 

ketentuan hukum 

yang berlaku 

 

Hasil Penelitian : 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa jaminan 

fidusia adalah 

perjanjian 

tambahan yang 

mengikuti 

perjanjian utama 

yang telah 

disepakati. Objek 

jaminannya bisa 

berupa benda 

bergerak atau 

tidak bergerak, 

Membahas 

analisis 

pertimbanga

n hakim 

dalam 

menyatakan 

gugatan 

tidak dapat 

diterima, 

dengan 

pendekatan 

yuridis 

analitis 

yang 

didasarkan 

pada studi 

kasus 

konkert 

terhadap 

putusan 

pengadilan. 

Objek yang 

dibahas 

adalah 

perjanjian 

pembiayaan 

dengan 

jaminan 

fidusia, 

dimana 

sumber 

Membahas 

sengketa 

hukum pada 

perjanjian 

dengan 

jaminan 

fidusia yang 

berada dalam 

ranah hukum 

perdata, 

khususnya 

hukum 

perikatan dan 

jaminan. 

Keduanya 

sama-sama 

membahas 

penyelesaian 

sengketa 

dalam 

hubungan 

hukum 

fidusia dan 

memiliki 

implikasi 

terhadap 
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berwujud atau 

tidak, kecuali 

benda yang diatur 

dalam hukum 

khusus seperti 

hak tanggungan, 

hipotek kapal dan 

pesawat, serta 

gadai. Sengketa 

dalam jaminan 

fidusia bisa 

diselesaikan 

dengan cara 

langsung, somasi, 

mediasi, atau 

eksekusi, sesuai 

dengan hak yang 

melekat pada 

jaminan tersebut 

utama 

kajian 

berasal dari 

Putusan 

Pengadilan 

Nomor 

345/Pdt.G/2

024/PN.Plg 

dan analisis 

hukum 

terhadapnya

. 

3.  Ramadhan, 

Farhan. 

 

 

ProQuest 

Dissertation

s  & Theses, 

(2023) 

Fakultas 

Ilmu 

Hukum 

Universitas 

Perbuatan 

Melawan 

Hukum 

Terhadap 

Perjanjian 

Pembiayaan 

Dengan 

Jaminan 

Fidusia 

Pada 

Perkara 

Perdata 

1). Bagaimana 

Penyebab 

terjadinya 

perbuatan 

melawan hukum 

terhadap 

perjanjian 

pembiayaan 

dengan jaminan 

fidusia pada 

perkara perdata 

nomor 

Penelitian 

ini 

membahas 

dasar 

hukum dan 

pertimbanga

n hakim 

dalam 

menyatakan 

gugatan 

tidak dapat 

diterima 

Membahas 

pendekatan 

studi kasus 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

sebagai 

Sama-sama 

meneliti 

peran hakim 

dan proses 

peradilan 
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Islam 

Sultan 

Agung 

(Indonesia)  

 

(Studi 

Kasus 

Putusan 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan 

Nomor  

(345/pdt.g/2

018/pn.jkt.s

el) 

345/PDT.G/2018/

PN.Jkt.Sel? 

2). Bagaimana 

pertimbangan 

hukum pada 

putusan hakim 

dalam perkara 

perdata nomor 

345/PDT.G/2018/

PN.Jkt.Sel?  

 

Hasil Penelitian : 

menunjukkan 

bahwa dalam 

perkara Nomor 

345/PDT/2018/P

N.Jak.Sel, unsur 

perbuatan 

melawan hukum 

memang 

terpenuhi, namun 

bukan oleh 

Tergugat, 

melainkan justru 

oleh Penggugat, 

sebagaimana 

dibuktikan 

melalui gugatan 

balik (rekonvensi) 

oleh Tergugat. 

Majelis Hakim 

pada 

Putusan 

nomor 

345/Pdt.G/2

024/PN.Plg, 

dengan 

fokus pada 

aspek 

formal 

dalam 

hukum 

acara 

perdata, 

seperti legal 

standing 

dan 

kelengkapa

n syarat 

gugatan. 

dalam 

menyelesaika

n sengketa 

yang 

melibatkan 

perjanjian 

fidusia.Kedua

nya fokus 

pada aspek 

penegakan 

hukum 

perdata, 

khususnya 

terkait akibat 

hukum dari 

tindakan para 

pihak dalam 

perjanjian 

pembiayaan. 



17 
 

1 
 

 

Berdasarkan review studi penelitian terdahulu yang relevan maka 

dapat disimpulkan bahwa karya penulis dengan penulis lainnya berbeda, 

adapun perbedaan terletak pada kajian penulis yaitu pertimbangan hakim 

dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian  

pembiayaan dengan jaminan fidusia (studi kasus putusan nomor 

345/Pdt.G/2024/PN Plg) yang mana penelitiannya berbeda secara khusus 

dibandingkan dengan review studi sebelumnnya yang lebih fokus pada 

penjelasan sengketa jaminan fidusia, kedudukan jaminan fidusia, serta objek 

jaminan fidusia.  

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian ini berfungsi memberikan argumentasi yuridis 

terutama ketika terdapat kekosongan, tidak jelasan, atau konflik norma 

hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif memiliki peran 

penting dalam menjaga dan mengembangkan aspek kritis keilmuan hukum 

mempertimbangk

an bukti dari 

kedua belah pihak 

dan memberikan 

putusan yang 

sesuai dengan 

ketentuan hukum 

yang berlaku 
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sebagai suatu ilmu normatif yang bersifat sui generis.15 Penelitian ini 

untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan  

perundang-undangan terkait gugatan yang tidak dapat  diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard), serta penerapannya dalam perkara sengketa 

perjanjian jaminan fidusia yang tercermin dalam Putusan Nomor 

345/Pdt.G/2024/PN Plg. 

2. Sumber Data  

Jenis Data yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang 

komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder, yaitu data data yang bersumber dari:  

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan.  Bahan hukum  primer  yang  

digunakan  dalam penelitian ini: 

1)  Kitab Undamg-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

2)  Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan   Fidusia. 

3) Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2018. 

4) Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg  yang menjadi dasar hukum 

utama dalam menganalisis perkara ini. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak secara 

langsung memuat norma atau aturan hukum, melainkan berisi 

penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap norma-norma hukum 

 
15 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 

Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016) hlm. 12. 
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yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi dokumen 

pelengkap bahan hukum primer,16 seperti rancangan undang-undang 

dan naskah akademik.17  Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan 

lebih lanjut dan analisis terhadap bahan hukum primer. Seperti buku 

literatur hukum, artikel-artikel jurnal hukum,18 yurisprudensi 

mahkamah agung.  

c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan 

atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder.19 Dalam 

penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta situs resmi lembaga 

peradilan seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri.20  

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode pengumpulan data skunder yang mencakup studi 

dokumentasi, dengan fokus pada pengumpulan data dari bahan seperti 

buku, catatan, jurnal,21 dan juga peraturan undang-undang serta analisis 

 
16 Atozanolo Baene dan Yudiantari Darmadi, “Penerapan Hukum Pidana pada Tindak 

Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 
1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn),” Jurnal Panah Hukum vol 1, no. 1 (2022) hlm. 5. 

17 Meray Hendrik Mezak Jenis, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," 
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, vol 5  no. 3 (Maret 2006) hlm. 93. 

18 Teguh Prasetyo, Seri Penelitian Hukum, Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum 
Sekunder (Penerbit Nusamedia, 2021) hlm. 26. 

19 Idham, Konstruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform dan Penataan Ruang 
dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan (Bandung: PT Alumni 
Penerbit Akademik, 2017) hlm. 37. 

20 Atozanolo Baene, Op.Cit., hlm. 6. 
21 Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," Jurnal Cendekia 

Ilmiah vol 3, no. 5 (2024) hlm. 5424. 
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sumber lain seperti dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan 

penelitian. 

 

4. Analisis Data  

Untuk analisis data, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

analisis Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan memahami 

secara mendalam suatu fenomena, termasuk persepsi, motivasi, dan 

konteks sosial dari subjek penelitian.22 Metode ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim 

dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke 

Verklaard) khususnya pada (Studi Kasus Putusan Nomor 

345/Pdt.G/2024/PN Plg). 

H.  Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi dengan judul "Pertibangan Hakim dalam 

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Sengketa Perjanjian 

Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 

345/Pdt.G/2024/PN.Plg)" disusun secara sistematis agar memberikan 

gambaran yang jelas dan terarah mengenai permasalahan yang dikaji. Berikut 

struktur sistematika penulisan yang akan digunakan : 

 

 

 
22 Bpmid, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Pengertian, Perbedaan, dan 

Kelebihannya,” diambil melalui  https://bpmid.uma.ac.id/penelitian-kuantitatif-dan-
kualitatif-pengertian-perbedaan-dan-kelebihannya/  diakses pada tanggal 09 oktober 2025 
pada pukul 02.54 

https://bpmid.uma.ac.id/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-pengertian-perbedaan-dan-kelebihannya/
https://bpmid.uma.ac.id/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-pengertian-perbedaan-dan-kelebihannya/
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BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai 

alasan dan arah dari penelitian yang dilakukan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai kajian teori dan konsep-konsep 

yang relevan  dengan topik penelitian, seperti pengertian 

jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan, aspek hukum 

perjanjian, dan ketentuan hukum acara perdata terkait 

dengan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard). Serta disampaikan juga tinjauan terhadap 

putusan hakim dalam konteks hukum perdata. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini, penulis menyusun pembahasan secara 

sistematis dan berurutan menggunakan metode penelitian 

hukum normatif, sesuai dengan pokok permasalahan yang 

telah dirumuskan dan arah analisis yang dilakukan. yaitu :  

a. Apa akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima terhadap kedudukan para pihak dalam 

perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia? 
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b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar 

putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada 

sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia? 

BAB IV   PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan 

saran-saran yang dapat diberikan sebagai kontribusi terhadap 

penyelesaian permasalahan 
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